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ABSTRACT

The relation between local government and urban development is dynamic and interactive. It is influenced by
multinational relationship and global issues, but most of the impacts of multinational relationships and global
issues are directly related to the role of national government and indirectly to the role of local government.
Nevertheless, the role of local government in wrhan development cannot be simply explained by its position
relative to the national government. instead, It encompasses a complex set of behavier (Daland, ed. 1969} and
associated with other influences in formulating, deciding, and achieving general and specific goals of urban
development. According to Sherwood (1969) ... the examination of the role of local government involves more
than the structure of reporting or authority relationships. The concept of role is more dynamic, in that it

essentially calls for specification of the ways in which the unit will participate in a given system” (Daland, ed.
1969).

Thus, the role of local government is open to ather influences and interdependence (o other roles in a given
system. This standpoints needs further explanations and answers in both the normative and the empirical sides. As
a consequence, the role of local government must deal with the value, the process, and the goals of urbon
development. In this sense, this paper is concerned with the role of local government in urban development in the
context of developing couniries.

The role of local government raises both descriptive and normative questions. What does the theory say? How can
we explain the urban-national relationship? What the focal governments in developing eountries do (o their urban
development? How does the local government and its bureaucracy behave? What factors determine the
interdependencies between local government and other parties that are involved in wrban development? What
should the local governments do in a particular political setting? How can we draw the boundaries among roles?
In the context of urban development in developing countries, how is power lo be shared among roles? In current
situation. how are such power distributions reflected in terms of urban activities and resources? What can be
learnied from those experiences? What are the impacts of what they do? What criteria should be wsed in
evaluating those impacts? What are the obstacles when they are playing their role?

Based on the literature review, this paper tries to find a critical vesearch question.,, concerning the role that local
governments can play in the future. Are there any factors thal can be used to bridge from what was done to
describe what should be done in the future?

Pendahuluan kompleks (Daland, ed., 1969) dalam
merumuskan, memutuskan, dan mencapai
Hubungan antara pemerintah lokal dan tujuan-tujuan  pembangunan  perkotaan
pembangunan perkotaan adalah dinamis secara umum dan khusus. Menurut

dan interaktif. Hubungan ini tidak terlepas Sherwood (1969), “........ the examination

dari pengaruh multinasional dan isu-isu
global. Pengaruhnya memberi dampak
langsung pada peran pemerintah nasional
dan tidak langsung pada peran pemerintah
lokal.

Namun demikian, peran pemerintah lokal
dalam pembangunan perkotaan tidak
dapat dijelaskan hanya dengan posisi
relatifnya terhadap pemerintah nasional.
Nyatanya peran ini meliputi perilaku yang
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of the role of local government involves
more than the structure of reporting or
authority relationships. The concept of
role is more dynamic, in that is essentially
calls for specification of the ways in
which the unit will participate in a given
system™.

Jadi peranan pemerintah lokal terbuka
terhadap pengaruh-pengaruh lain  dan
saling berhubungan dengan peran-peran
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lain dalam sistem yang ada termasuk
dimensi lokal dan waktu. Pendapat ini
perfu penjelasan dan jawaban lebih jauh
baik secara wpormatif maupun empiris
dalam kerangka nifai, proses, dan tujuan
pembangunan perkotaan terkait.

Analisis  faktor-faktor di  atas  sangat
penting untuk mendefinisikan peran apa
vang dapat dimainkan oleh pemerintah
lokal dalam pembangunan perkotaan.
Yang perlu diingat, seperti ditekankan
oleh Sherwood (1969), peranan peme-
rintah lokal bukanlah sekedar pernyataan
struktural. Sebaliknya, peranan ini harus
dianalisis dalam kajian sistem nasional
yvang luas,

Makalah ini adalah bagian pertama dari
empat  tulisan  fentang tinjawan  teori
terhadap peran pemerintah lokal dalam
pembangunan  perkotaan di negara
herkembang, khususnya Indonesia. Peran
ini  melahirkan  pertanyaan-pertanyaan
normatif dan empiris. Bagaimana teori
perencanaan  menjelaskan  peran  peme-
rintah lokal dalam pembangunan perko-
taan? Bagaumana teori perencanaan
menjelaskan keterkaitan hubungan perko-
taan dan nasional? Apa vang dilakukan
pemerintab lokal di negara-negara ber-
kembang pada pembangunan perkota-
annya? Bagaimana perilaku pemerintah
lokal dan perangkat birokrasinya? Apa
vang menentukan saling ketergantungan
antara pemerintah lokal dengan pihak-
pihak lainnya wvang terlibat  dalam
pembangunan perkotaan? Apa yang harus
dilakukan oleh pemerintah lokal dalam
kerangka politik yang ada? Bagaimana
kita dapat menarik batas antara peran-
peran yang terlibat dalam pembangunan
perkotaan? Bagaimana kekuasaan dibagi-
bagi di antara banvak pemeran dalam
pembangunan  perkotaan?  Bagaimana
distribusi kekuasaan tersebut direfleksikan
dalam aktifitas dan sumberdaya perko-
taan? Apa yang dapat kita pelajari dari
pengalaman-pengalaman vang ada? Apa
dampak dari peranan yang dimainkan oleh
pemerintah [okal sejauh int? Apa Krite-
rtanya untuk mengevaluasi  dampak-
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dampak tersebut? Apa hambatan-ham-
batan vyang dialami pemerintah lokal
dalam memainkan peranannya?

Berdasarkan kajian teoritis, makalah ini
diakhiri dengan mencari pertanyaan kritis
terhadap peranan yang dapat dimainkan
pemerintah lokal di negara berkembang,
khususnya Indonesia di masa yang akan
datang. Apa faktor-faktor yang dapat di-
gunakan dalam menjembatani dari apa
yang telah dilakukan untuk menjelaskan
apa yang seharusnya dilakukan di masa
yang akan datang.

I, Tantangan dan  Permasalahan
Pembangunan  Perlkotaan  bagi
Pemerintah Lokal

Sebagaimana disebutkan di atas, peran
pemerintah  lokal adalah  dinamis dan
interakiif. Peran pemerintah lokal akan
berbeda bila kebijaksanaan pembangunan
perkotaannya berbeda. Konsekuensinya,
pada tingkat perkembangan perkotaan
tertentu, masyarakat membutuhkan peran
pemerintah lokal yang berbeda. Landasan
pemikirannya adalah suatu lingkungan
perkotaan  yang berbeda mempunyai
permasalahan dan prioritas  kebutuhan
vang berbeda. Sebaliknya, peran berbeda
suatu pemerintah  lokal akan memben
hasil pembangunan perkotaan yang
berbeda (Wolman, 1995). Jadi peran yang
cocok dari pemerintah lokal sangatlah
penting bagi masyarakal untuk mencapai
maksud dan  tujuan  pembangunan  di
daerah perkotaan tersebut yang sesuai
dengan sistem dasa nilai yang ada.

Selanjutnya, pengertian  yang lengkap
terhadap suatu pembangunan perkotaan
menjadi sangai penting artinya, karena
pemerintah lokal ini bersifat resiprokal
terhadap pembangunan perkotaan. Secara
umum, pembangunan  perkotaan dide-
finisikan sebagai usaha untuk mening-
katkan tingkat pelayanan perkotaan bagi
kebidupan dan lingkungan yang baik,
untuk mencapai efisiensi dalam sistem
ekonomi, untuk meningkatkan peran
swasta dan masyarakat bag: perubahan-
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perubahan yang diinginkan, dan untuk
merangsang proses meodernisasi. Usaha-
usaha ini dibatasi oleh masalah pem-
biayaan, kebudayaan [okal, preferensi po-
litik, sumberdaya lokal, dan kapasitas
lokal (termasuk kapasitas pemerintah
tokalnya). Jadi, usaha-usaha ini sarat
dengan konteks lokal. Ada variabel bebas
yang menjelaskan dan ada variabel tak
bebas yang dijelaskan.

Menurut  Alford (1969), cara untuk
membandingkan pembangunan perkotaan
di beberapa negara dapat dilakukan
melalui  serangkaian analisis antara
variabel-variabel tersebut. Menurut teori
yang dikemukakan Alford, untuk setiap
unit analisis perbandingan. variabel tak
bebas yang perlu dijelaskan adalah
keputusan, kebijaksanaan, dan peran pe-
merintah secara keseluruhan. Sedang-kan
variabel bebas yang menjelaskan adalah
faktor-faktor kultural, struktural dan
situasional. Alford mendefinisikan kepu-
tusan sebagai suatu tindakan otoritatif,
kebijaksanaan sebagai  suatu  peluang
tinggi untuk keputusan yang sama pada
situasi yang sama pada situasi yang
sejenis, dan peran pemerintah sebagai
suatu peluang tinggi untuek kebijaksanaan
yang sama dalam berbagai jenis lingkup
* keputusan substantif. Sedangkan pada va-
riabel bebas yang menjelfaskan, Alford
mendefinisikan faktor kultural sebagai
faktor yang menentukan prinsip perilaku
vang sama akan terwujud di berbagai
struktur; faktor struktural sebagai faktor
yang menentukan situasi sejenis dalam
menghadapi aktor pembangunan akan
berulang, dan faktor situasional sebagai
faktor yang menentukan suatu tindakan
terjadi hanya karena situasinya.

Sekarang marilah kita bahas lebih lanjut
fokus tinjauan pada bagian pertama tulis-
an ini, yaitu bahwa sekalipun terjadi peru-
bahan keadaan yang menentukan peme-
rintah lokal untuk menyesuaikan peran-
nya, pada kenyataannya tidaklah mudah
untuk diwujudkan. Seperti dijelaskan pada
awal tulisan int bahwa peran pemerintah
lokal dalam pembangunan perkotaan tidak
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dapat dijelaskan hanya dengan posisi
relatifnva ferhadap pemeriniah nasional
dan bukanlah sekedar pernyataan struk-
tural, tinjauan ini akan kita awali dengan
teori umum peranan pemerintah lokal
yaitu bahwa peranan pemerintah lokal
secara langsung sangat erat hubungannya
dengan dan ditentukan oleh sistem peme-
rintahan dan politik nasional yang ada
(Walish, 1969), dan secara tidak langsung
dipengaruhi  oleh  hubungan-hubungan
eksfranasional dan variabel-variabel lokal.
Artinya, dalam konteks pembangunan
perkotaan, peran  pemerintah  lokal
sangatlah dipengarubhi oleh bagaimana
pemerintah dan politik nasional secara
sadar menempatkan visinya pada pem-
bangunan perkotaan yang ingin dipro-
mosikan. Pembangunan perkotaan ini
selalu diikuti dengan munculnya tan-
tangan-tantangan dan masalah-masalah
baru, seperti peningkatan kebutuhan
umum, peningkatan pembagian kerja,
penurunan keuangan lokal, peningkatan
keinginan untuk menarik modal swasta,
keinginan untuk meningkatkan peran serta
masyarakat, peningkatan keinginan untuk
lebih demokratis, dan keinginan untuk
febth  banvak/sedikit campur tangdn
pemerintah pusat dalam pembangunan
perkotaan. Selain itu, pembangunan per-
kotaan juga disertai tekanan-tekanan
untuk tanggap terhadap nilai-nilai baru
seperti lebih fleksibel, lebih responsif, dan
febih inovatif. Tantangan, masalah, dan
tekanan ini mungkin berasal dari
pengaruh-pengaruh  nasional,  ekstra-
nasional, dan lokal.

Menurut Walsh (1969), pemerintah fokal
berurusan dengan pembangunan perkotaan
dalam lima hal utama, yaitu: 1)
pemerintah lokal harus melaksanakan
fungsi pembangunan perkotaannya untuk
mengatasi perubahan terus menerus pada
demografi, sosial, dan faktor-faktor eko-
nomi. Hulah alasannya untuk memecahkan
masalah perkotaan dibutuhkan strategi
pembangunan perkotaan; 2) pemerintah
jokal harus meningkatkan sumber daya
dan aktifitas perkotaan secara nyata dalam
aktifitas-aktifitas  pemerintahnya, khu-
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susnya peningkatan pengeluaran publik
per kapita dan investasi dalam prasarana
perkotaan. Urusan ini penting dalam
hubungannya dengan fungsi kesejahteraan
dalam pelayanan umum, pelayanan utama
sosiat, dan usaha menaikkan tingkat
pelavanan umum. Menurut (’Connor
(1973), pengeluaran utama sosial ini
terdiri dari pengeluaran yang dikonsumsi
masyararkat {misalnya perumahan masya-
rakat, pendidikan dan kesehatan masya-
rakat) dan pengeluaran yang diinvestasi
untuk kepentingan masyarakat (biasanya
pengeluaran satu kali yang membutuhkan
dana besar seperti pembangunan jalan-
jalan utama dan jaringan-jaringan utama);
3} Pemerintah lokal harus memperkuat
diri untuk menangani permintaan yang
lebih kompleks dan membutuhkan ke-
mampuan teknik yang tinggi. Dalam
perkembangannya, semakin banyak ma-
salah-masalah pembangunan perkotaan
yang membutuehkan keahlian (expertise)
dan kecakapan (skill) dalam perencanaan
dan analisis pemecahannya; 4) Organisasi
pemerintahan lokal harus menyesuaikan
diri terhadap fungsi dan hubungan baru
akibat tantangan dan permasalahan baru.
Di banyak negara muncul isu-isu baru
yang mempengaruhi peranan pemerintah
lokal seperti swastanisasi, pemerintah
yang lebih kecil dan efektif, peran serta
masyarakat, pengadaan pelayanan publik
vang sangat efisien, demokratisasi, dere-
gulasi, pemerintahan yang meniru peri-
faku swasta, dan kerjasama pemerintah,
swasta dan perguruan tinggi; 5) Peme-
rintah lokal harus sensitif terhadap dimen-
st ruang dan waktu. Banyak sekali
program-program pembangunan prasarana
yang dirancang untuk jangka panjang dan
membutuhkan dana besar. Kecukupan
prasarana perkotaan ini sangat tergantung
pada ruang dimana dibutuhkan dan pada
tingkat kebutuhan di masa yang akan
datang. Di mana dan kapan pembangunan
perkotaan (fermasuk prasarana perkotaan)
dibutuhkan adalah sangat penting dalam
perencanaan perkotaan, penelitian, kebi-
jaksanaan publik, dan penganggaran pem-
bangunan perkotaan. Oleh karena itu,
pemerintah lokal tidak hanya berurusan
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dengan ruang dan waktu kini, tetapi juga
dengan ruang dan waktu mendatang.

Sekarang menjadi jelas pembahasan peran
pemerintah lokal dalam pembangunan
perkotaan erat hubungannya dengan aspek
substansi  berikut: 1) keterbukaannya
terhadap pengaruh-pengaruh lain  dan
saling ketergantungan dengan peran-peran
lain dalam suatu sistem sosial dan politik
yang ada; ii) kepentingannya dan ke-
cocokannya terhadap masyarakat perko-
taan setempat untuk menerapkan nilai-
nilai mereka dalam mencapai tujuan dan
harapan-harapannya, iii} fungsinya untuk
mengatasi masalah-masalah perkotaan,
mengatasi tantangan-tantangan baru, dan
mendukung pencapaian prioritas-prioritas
tertentu. Untuk kepentingan analisis,
aspek-aspek fundamental ini digunakan
untuk menjelaskan peran pemerintah lokal
dalam pembangunan perkotaan yang di-
susun dalam rangkaian hubungan yang
terintegrasi: hubungan nasional-perkotaan,
hubungan ekstranasional-perkotaan, dan
hubungan lokal-perkotaan.

II. Hubungan Nastonal-Perkotaan
A. Penjelasan Teoritis

Sebagaimana dikatakan di muka, ada
hubungan yang kuat antara peran peme-
rintah lokal dengan sistern peme-rintah
dan politik nasional. Menurut Wolman
(1995), peran pemerintah lokal di negara-
negara (masyarakat) liberal demo-krasi,
misalnya Amerika Serikat, adalah untuk
merefleksikan keinginan masyarakat se-
tempat dan membimbing keterlibatan
penduduknya dalam pemerintahan lokal
untuk mencapai keinginan-keinginannya.
Dalam konteks pembangunan perkotaan,
penyampaian layanan kota yang efisien,
efektif, dan responsif di  bawah
pengawasan yang demokratis adalah
alasan untuk apa suatu pemerintah jokal
ada. Dengan demikian, pemerintah lokal
di negara-negara ini pada dasarnya ber-
tanggung jawab untuk pencapaian pem-
bangunan perkotaannya sesuai dengan
kebutuhan lokalnya. Alasan kuat di balik
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pernyataan ini adalah, menurut Wolman,
pemerintah lokal adalah suatu alat bagi
masyarakatnya untuk mengangkat nilai-
nilai dasar dan tujuan masyarakatnya.
Oleh karena itu pemerintah lokal dibu-
tuhkan sebagai perwujudan demokrasi lo-
kal. Alexis de Tocqueville dan John Stuart
Mill, misalnya, menekankan pentingnya
kebebasan lokal dalam  kehi-dupan
nasional dan mereka menekankan peme-
rintah lokal adalah alat kelembagaan yang
sangat penting bagi masyarakat pluralistis
(Wolman dan Lowndes, 1995; Ruland,
1992 Vajpeyi, 1990).

Namun demikian, ada perbedaan-per-
bedaan karakteristik dan permasalahan
antar daerah. Perbedaan-perbedaan ini
harus dipertimbangkan sebagai faktor-
faktor obyektif seperti upah pekerja, harga
tanah, jaringan komunikasi, dan pungui-
an/pajak daerah. Sedangkan faktor-faktor
subyektif adalah  yang berhubungan
dengan kultur daerah, tampilan daerah,
lingkungan yang bersifat khusus (Judge
et.al, 1995). Daerah-daerah perkotaan
vang berbeda ini tentu saja memunculkan
kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-priori-
tas yang berbeda. Mereka berkompetisi
dalam membuka lapangan pekerjaan,
menarik investasi dan penggunaan tek-
nelogi baru yaitu dengan menyediakan
infrastruktur fisik dan sosial yang lebih
baik, kualitas tenaga kerja yang lebih baik,
biaya-biaya awal investasi. gaya hidup
perkotaan, sistem pungutan, dan kualitas
lingkungan vyang lebih baik (Harvey,
1989).

Di negara-negara (masyarakat) sosialis,
peran pemerintah  lokal dalam  pem-
bangunan perkotaan adalah sebagai alat
untuk  memobilisast tenaga kerja dan
sumber daya keuangan untuk memper-
tahankan sistem sosialis dan keamanan
rejim penguasanya (Vajpeyi,1990; Schulz,
1979). D negara-negara ini, pemerintah
lokal adalah agen dari negara sosialis
(unitary nation state), dan sub-ordinat darn
pemerintalh  pusat  untuk  memelihara
sistem sosialisnya (Walsh, 1969; Schulz,
1979}, Peran pemerintah lokal di bekas
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negara Uni Soviet, misalnya, sangat po-
litis dan memainkan berbagai peran
penting yang berhubungan dengan per-
panjangan tangan pemerintah Uni Soviet
untuk menjaga sistem sosialisnya (Schulz,
1979). Dalam penelitian per-kotaan yang
menggunakan pendekatan perbandingan,
generalisasi ini sering ber-kesan terlalu
menyederhanakan. Namun  demikian,
Walsh mencatat dari 13 kota yang dite-
litinya, kasus-kasus pada negara-negara
sosialis menunjukkan hasil subs-tansi
yang sejenis (Walsh, 1969).

Di  negara-negara berkembang, peran
pemerintah lokalnya lebih sulit untuk
digeneralisasi karena adanya perbedaan-
perbedaan tingkat evolusi sosial, pem-
bangunan politik, pencapaian ekonomi
dan perkembangan teknologinya {Walsh,
1969, Schulz, 1979; Vajpeyi, 1990; Miira,
1990). Dari bukti-bukti empiris penelitian
perbandingan perkotaan antar negara yang
dilakukan oleh Walsh (1969) di negara
berkembang menunjukkan bahwa penya-
maan istilah secara umum terhadap jenis-

jenis kesatuan ada yang berbeda (different

entity) sangat mengarah pada penyeder-
hanaan yang menyesatkan. Walau de-
mikian, Walsh (1969) dan juga Schulz
{1979) menemukan kesamaan -kesamaan
peran pemerintah lokal pada negara-
negara berkembang yang pernah meng-
alami penjajahan dengan kontrol yang
ketat yaitu masih mengalami trauma
penjajahan yaitu dari pemerintah pu-
satnya.  Ditinjau dari teori ketergan-
tungan (dependency theory), menurut
Frank (1967,1969), pengalaman penjajah-
an ini secara total telah merestrukturisasi
negara-negara dunia ketiga dan secara
drastis memodifikasi  jejak dan  arah
pembangunannya (So, 1990). Menurut
FFrank, negara seperti Cina dan India pun
yang pernah begitu berjaya sebelum
mengalami penjajahan di abad delapan
belas, telah mengalami keterbelakangan
ekonomi akibat penjajahan. Pada hal-hal
tertentu, aturan pemerintah kolonial teiah
memberhentikan tradisi-tradisi lokal vang
ada sebelum penjajahan. Selain itu, peme-
rintah kolonial telah mereduksi komplek-
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sitas ikatan kewenangan dan konsensus
antar lokal dan merubahnya menjadi
urusan vang sederhana yaitu di bawah
hukum dan perintah  (Mitra, 1990).
Pemerintah kolonial telah mentransfor-
masi struktur masyarakat lokal di negara
Jajahanmya ke dalam bentuk struktur
masyarakat non politis.

Pengalaman penjajahan ini teleh mem-
pengaruhi  sistem pemerintahaan dan
politik di negara-negara bekas jajahan.
Dampaknya adalah banvak negara-negara
bekas jajahan tersebut melanjutkan sistem
kolonial yang  pernah  dialaminya.
Menurut Schultz (1970}, maksud-maksud
kolonialisme, pemerintah dan politik nasi-
onai di negara tersebut juga mengawasi
secara ketat pemerintah dan  politik
lokalnya untuk maksud-maksud pem-
bangunan dan kepentingan nasionalnya.
Dart sepuluh negara yang menjadi studi
kasusnya, Schultz (1970) menyimpulkan
sistem pemerintahan lokal di negara-
negara bekas jajahan tidak dibangun
secara bertahap oleh penguasa lokal tetapi
dipaksakan oleh pemerintah kolonialnya.
Perpanjangan sistem kolonial di negara-
negara bekas jajahan telah menempatkan
peran dominan pemerintah pusat untuk
mengatur dan mengendalikan pemerintah
lokal. Alasan utama vang digunakan oleh
negara-negara tersebut adalah pentingnya
pembangunan bangsa setelah  kemer-
dekaan. Bagi negara yang memiliki kera-
gaman daerah dan antar dacrahnya memi-
tiki perbedaan vang signifikan, misalnya
Indonesia dan India, pengawasan yang
ketat dari pemerintah pusat terhadap
pemerintah  lokalnya  sangat  kritis
dimaksudkan untuk pembangunan bangsa.
Oleh karena itu, pemerintah lokal di
negara-negara  tersebut  fidak  dapat
berperan sebagai negara lokal otonom (an
autonomous local state) vang dapat meng-
arahkan aktifitas negara dalam kebijak-
sanaan sosial ekonominya di tingkat fokal
(Vajpeyi, 1990). Dari tinjavan ini, kepen-
tingan dan  pembangunan nasional di
negara-negara yang pernah mengalami
penjajahan secara politik  ditinjau  dan
dianggap lebih penting dari kepentingan
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lokalnya. Akibatnya, pemerintah dan po-
litik nasional di negara-negara bekas
Jjajahan ini membangun peran pemerintah-
pemerintah lokalnya sebagat bagian dari
mesin pembangunan nasional. Hubungan
nasional-perkotaan kemudian dikenal dan
dilegitimasi sebagai hubungan yang diten-
tukan dan diatur oleh pemerintah pusat
dan politik nasional. Hubungan nasional-
perkotaan di negara berkembang bekas
jajahan umumnya dibangun berdasarkan
paradigma ini. Namun demikian, perbe-
daan-perbedaan tersebut akan dibahas
pada subbagian C.

B. Penjelasan Empiris

Di atas sudah dijelaskan bahwa peran
pemerintah lokal di negara berkembang
umumnya adalah sebagai agen pemerintah
pusat dan politik nasional untuk maksud-
maksud pembangunan dan kepentingan
nasional. Pemerintah lokal juga sering
dianggap sebagai wakil pemerintah pusat
untuk administrasi lokal (Schulz, 1979;
vajpeyi, 1990). Dalam konteks
pembangunan perkotaan, prakiek peme-
rintah lokal int mengadministrasikan pem-
bangunan perkotaan bagi kepentingan
pembangunan nasional melalui desentra-
lisasi administratif. Menurut Bahl dan
Linn (1992), desentralisasi administratif di
negara  berkembang pada  dasarnya
mengacu pada putusan pemerintah pusat
tanpa otonomi apapun bagi pemerintah
lokalnya. Kekwasaan  politik  untuk
pemerintah lokal tetap dipegang oleh pe-
merintah pusat. Konsekuensinya, peran
pemerintah  lokal dalam  pembangunan
perkotaan tergantung pada bagaimana
pemerintah  pusat  mendefinisikan  dan
mengijinkan  fungsi  administratifnya.
Sebagai alat pemerintah pusat, pemerintah
fokal dikenal sebagat bagian tak terpi-
sabkan dari pemerintahan nasional. Di
satu sisi, politik lokal memainkan peran
antara bagi rejin penguasa nasional dan
birokrat (Vajpeyi, 1990; Ann Schulz,
1979, Ruland, 1992). Dt sisi lain,
partisipasi politik lokal di daerah tidak
memiliki kekuasaan untuk pembangunan
perkotaan. Pemerintah lokal di negara
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berkembang umumnya diperlakukan di
bawah kendali ketat pemerintah pusat
yang dilakukan dengan sistem birokrasi
negara otoriter (Walsh, 1969; Vajpeyi,
1990, Schuiz, 1979; Mitra, 1990).
Akibatnya, pemerintah lokal tidak memi-
fiki  kekuasaan dan fungsi untuk
mengendalikan ekonomi lokal dan sistem
produksi-distribusinya.

C. Peran Elite Penpuasa dalam Regim
Tertentu

Peran elite penguasa sangat penting untuk
menjelaskan ketidak seimbangan hubung-
an nasional-perkotaan di negara-negara
bekas jajahan. Peran lemah pemerintah
lokal sering merupakan refleksi hubungan
antara kekuatan politik dan ekonomti
dengan elite daerah yang menggunakan
kekuasaan dengan bantuan mesin negara
otoriter (Vajpeyi, 1990). Bagi pem-
bangunan ekonomi dan kepentingan
khusus, trio borjuis nasional - birokrasi -
militer cenderung mengkonsentrasikan ke-
kuasaannya dalam pembuatan keputusan
secara terpusat.  Menurut teori, elite
kekuasaan berada ditangan sekelompok
kecil trio tersebut. Pada saat kelompok ini
menekankan pengaruhnya pada pem-
bangunan ekonomt lokal, maka pola kerja
penguasa ini biasanya berubah menjadi
kelompok baru yang dikenal dengan
koalisi  pertumbuhan  atau  ‘growth
coalition’. Dalam pola kerjanya koalisi
ini memandang daerahnya sebagai mesin
pertumbuhan atau ‘growth machine’.
Kajian teoritis mengenai teori mesin
pertumbuhan  ini  dalam habungannya
dengan peran pemerintah lokal akan
dijelaskan pada hubungan Lokal-Perko-
taan.

Untuk menjelaskan peran elit penguasa
dengan regim tertentu ini, Alavi (1990)
menggunakan studi  kasusnya adalah
Pakistan di bawah regim Zia sejak
pertengahan 1988. Menurut Alvi, peme-
rintah pusat Pakistan dengan dukungan
penuh militer dan birokrat melaksanakan
pembangunan  ekonomi nasionalnya
dengan mengikutsertakan politisi untuk
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menciptakan dukungan yang lebih besar
bagi birokral penguasa di pusat dan
politik nasional. Berdasarkan studi kasus
ini, Alavi menemukan bahwa fungsi
terpenting partai politik dan politisi di
Pakistan saat itu adalah memanipulai
publik dengan mengatasnamakan pembuat
kebijaksanaan (di pusat dan daerah),
seolah-oleh untuk memperkuat peme-
rintah pusat. Bahkan pada tingkat lokal,
hubungan antara oligarki militer-birokrat
dengan partai politik-politisi kelihatan
seling mendukung, walaupun sebenarnya
terbatas  sejauh  kekuvatannya  masih
berimbang. Menurut Alavi, perilaku ini-
lah yang menyebabkan terjadinya keka-
cauan pembangunan di semua tingkatan di
Pakistan, sehingga tidak ada lagi kontrol
di semua tingkatan. Di bawah regim Zia,
karisma militer sebagai penjamin netral
negara dan masyarakat larut menjadi
oportunis-oportunis pencari  keuntungan,
pemeras, dan koruptor. Semua perilaku
ini berpengaruh besar terhadap kekacauan
pembangunan perkotaan di  Pakistan.
Sebagaimana halnya penguasa pusat
‘mengeksploitasi jajahannya di daerah’,
penguasa  daerah  berperan  sebagai
‘penjajah bagi masyarakatnya’.

Berbeda dengan Pakistan, birokrasi dan
militer India tidak melibatkan dirinya
datam kegiatan politik. Mereka
inembiarkan politisi dan pemuka-pemuka
tradisional India termasuk kelompok-
kelompok yang berbeda ikut secara aktif
dalam  politik nasional dan lokal.
Wataupun  kekuatan pemerintah lokal
terbatas dan diawasi oleh pemerintah yang
lebih tinggi. perluasan partisipasi masya-
rakat untuk mewujudkan kedaulat-annya
serta proses pembangunan ekono-minya
ditemukan sampai dengan tingkat lokal
(Mitra, 1990. Vajpeyi,1990). Menurut
Mitra, bukti ini menunjukkan bahwa
politik lokal itu penting, dan fleksibilitas
negara dapat dipengaruhi oleh pemuka-
pemuka masyarakat sesuai dengan tradisi
India dalam modernisasi. Walaupun masih
hanyak kelemahannya, kenyataan ini juga
tertuang dalam peran pemerintah lokal
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urttuk melibatkan masyarakatnya dalam
pembangunan per-kotaan.

Pengalaman berbeda dialami oleh negara
korporat Meksiko. Untuk memperoleh
dukungan politik yang besar, petani-petani
Meksiko dipolitisisasi dan dibina oleh
pimpinan - ptmpinan politisi melalui pem-
berian insentif seperti kredit pertanian
{Schulz, 1979). Hasiinya adalah partai
berkuasa memperoleh dukungan lebih
besar dari desa dari pada perkotaan.
Menurut Schulz, pola ekonomi politik 1ni
telah menjadi dimensi lokal bagi politik
korporasi Meksiko. Schulz mendefinisi-
kan korporasi dalam politik sebagai suatu
kompetisi tinggi terstruktur bagi kekua-
saan dengan posisi tawar lebih pada antar
organisasi  ketimbang  kelompok atau
perorangan. Datam  politik  korporasi
Meksiko hubungan antara publik dan
privat menjadi kabur, politisi korporat
selalu berusaha mengaburkan keduanya.
Dalam kasus Meksiko seperti  diteliti
Szhulz  (1979), penguasa  korporasi
meluaskan kekuasaannya dengan
mempengaruhi masyarakat secara lang-
sung. Schulz menemukan bahwa politik
korporat  Meksiko  menjadi  kerangka
substantif yang menyalurkan proses poli-
tik lokal secara horizontal antara satu
fokal dengan iokal lainnya. Kerangka im
juga vang  digunakan oleh pemerintah
lokal wntuk berhubungan dengan peme-
rintalh yang lebth tinggi dan pemerintah
nasional.  Kerangka int ditkat oleh hu-
bungan klien dan kooptasi.

Studi  empiris  lainnya  dilakukan oleh
Ruland (1992) berdasarkan pengamatan
dan analisisnya di Malaysia. Thailand, dan
Filipina.  Ruland  mengklasifikasikan
fungsi pemerimtah tokal di negara-negara
ini berdasarkan tiga kelompok regim
penguasa perkurun waktu tertentu, yaitu
1) authoritarian  regime dan  semi-
authoritarian  regime; 1) patronage-
oligarchies: dan iit) liberalizing regimes.
Berdasarkan analisis yang dilakukan di
negara-negara ini, Ruland menyimpulikan
bahwa bertambah otoriter suatu regim
maka bertambah femah peran pemerintah
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fokal  sebagai  wvariabel bebas umtuk
pembangunan perkotaan dan semakin
digunakannya scbagai alat kepentingan
politik regim nasional Ruland (1992).
Menurut pengamatannya, Ruland berpen-
dapat bahwa regim otoriter berkuasa di
Filipina antara tahun 1972 - 1986, di
Thailand sebelum tahun 1973 dan antara
tahun 1976 - 1978, di Malaysia antara
tahun 1969 - 1971. Setelah itu Malaysia,
menurut Ruland, diperintah oleh regim
setengah otoriter.

Dalam  pembangunan perkotaannya,
pemerintah Malaysia menampitkan dua
fungsi pemerintah lokal yaitu sebagai
‘shock absorber’ bagi pemerintah yang
lebih tinggi, dan sebagai alat pemerintah
pusat di daerah {Ruland, 1992). Sebagai
‘schock absorber” pemerintah lokal selalu
dipersalahkan bila ferjadi pelayanan yang
buruk atas suatu pelayanan perkotaan
sekalipun pelayanan tersebut sebenarnya
langsung di bawah pengawasan negara
bagian atau pusat. Sebagai instrumen
pemerintah pusat, fungsi pemerintah lokal
adalah alat  pelaksana kebijaksanaan
ckonomi Malaysia pro pribumi di daerah.
Dengan demikian, pemerintah lokal di
Malaysia juga mempunyal fungsi yang
perkaitan dengan kepentingan etnis bagi
kebijaksaan nasionalnya. Menurut Schulz
(1979), fenomena ini biasa ditemukan
dalam model politik center-periphery di
negara-negara otoriter birokratik. Dalam
model ini, politisi lokal bertindak untuk
mendukung penguasa sah dari regim
nasional, dan sebagai kambing hitam
masalah-masalah nasional.

Yada regim oligarki patron, seperti dialami
Fitipina sejak  kemerdekaannya hingga
talun 1972, dan muncul lagi setelah
kejatuhan regim Marcos, Ruland {1992}
menilai  pemerintah  fokal mempunyai
pengaruh lebih besar pada sistem politik
nasional. D bawah regim ini, pemerintah
lokal tidak dikontrol oleh pemerintah
pusal. Namun demikian, demokrasi
formal dalam oligarki patron ini telah
menciptakan kompetisi politik lokal yang
herarti. Menurut Ruland (1992) kompetisi
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int kelak menjadi sumber ketidak stabilan
politik nasional, kompetisi ekonomi lokal
yang tidak sehat, dan berkembang menjadi
sumber konflik dalam oligarki yang
mempengaruhi pembangunan perkotaan.
Hasilnya adalah elemen-elemen peng-
awasan dan pengendalian tidak dikem-
bangkan pada semua tingkat pemerintahan
dalam sistem pemeritah Filipina. Hasil ini
menunjukkan bahwa promosi demokrasi
dalam pembangunan perkotaan di negara-
negara  berkembang  adalah  tidak
sederhana, dan mungkin membutuhkan
waktu yang panjang. Dalam jangka
pendek, seperti yang dialami Filipina,
promosi  demokrasi  ini  mungkin
menimbuikan ketidakstabilan,  tetapt
jangka panjang demokrasi justru akan
memberi kestabilan yang mantap (Ruland,
1992).

Dalam sistem politik liberal, seperti
dipraktekkan olelh Thailand setelah
jatuhnya diktator Thanom/Prabhat tahun
1973, pembuatan keputusan dengan
memperhatikan suara masyarakat
diperluas, sehingga terciptanya saluran
resmi untuk berpartisipasi (Ruland, 1992).
Walaupun regim politik liberalisasi di
negara yang tidak pernah dijajah ini
dicirikan  oleh  distorsi-distorsi  dalam
proses politiknya di setiap tingkat
pemerintahan, Ruland (1992) menilai
sistem ini menciptakan lokal yang lebih
kuat. Pemerintah kota di negara ini telah
menjadi landasan partisipasi masyarakat
yang penting khususnya bagi penguasaha
perkotaan kelas menengah.

Berdasarkan kajian di  atas, untuk
sementara  dapat  disimpulkan  bahwa
hubungan nasional-perkotaan tidak dapt
ditarik ke dalam suatu pola pikir logis
secara ckstrim dan digeneralisasikan.
Sebaliknya. setiap negara dalam kategori
bekas jajahan ini (kecuali Thailand)
memiliki karakteristik yang berbeda pada
tingkat evolusi sosialnya, pembangunan
politiknya, pembangunan ekonominya,
perkembangan tekneloginya. dan budaya
dan nilai tradisionalnya. Karakteristik-
karakteristik ini mempengaruht peran
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pemerintah lokal dalam sistem nasional.
Kestmpulan sementara ini agak berten-
tangan dengan generalisast hubungan
nasional-perkotaan di negara bekas jajah-
an seperti dibahas pada bagian |
sub.bagian A. Pertentangan ini akan diba-
has secara khusus pada bagian lain dari
kajian teori ini, Kkhususnya mengenai
perlunya generalisast dalam teori dan
masalah kekhususan kasus.

Selain perbedaan karakteristik tersebut,
ada beberapa catatan penting yang perlu
dijelaskan di sini. Menurut Schulz (1979),
pada beberapa situast, hubungan nasional-
perkotaan  menjadi  buruk  apabila
kewenangan pemerintah pusat secara
politik tidak diterima oleh pemerintzh
lokal. Hubungan ini juga kurang baik,
pada situasi dimana penguasa pusat sangat
tergantung pada keinginan dan keahlian
pejabat-pejabat lokalnya untuk melak-
sanakan kebijaksanaan nasional mengejar
target-target tertentu. Selanjutnya. juga
perfu diketahui dari studi empiris bila
suatu negara jajahan telah mengganti
seluruh peraturan perundangannya dengan
produk hubumnya sendiri, apakah peng-
aruh kolonialisme masih bekerja atau
dapat dihilangkan ? Berdasarkan penelitan
yang dilakukan Walsh (1969), beberapa
negara bekas jajahan seperti Maroko dan
Nigeria telah menciptakan sistem baru
pemerintahannya sebagai usaha untuk
mengganti dominasi struktur kolonial dan
menggantikan sefuruhnya  dengan ins-
titusi-institusi baru.  Namun demikian
pengaruh kotonialisme int belum dapat
dihilangkan. Beberapa negara bekas ja-

jahan lainnya perlahan-lahan merubah

peranan  pemerintah  [okalnya dalam
pembangunan perkotaan sesuai saran dari
Bank Dunia dan IMF. Namun hasilnya
tetap tidak memuaskan. Teori ketergan-
tungan bahkan berkembang lebih jauh,
seperti juga akan dibahas di bagian fain
dari kajian teori ini.
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